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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan putusan antara:
Pemohon;

melawan

Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya

tertanggal 18 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 380/Pdt.G/2019/PA.Mrb, tanggal 18
September 2019 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13

Januari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal

13 Januari 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai

Kabupaten Barito Kuala ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon

bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kolam Kiri, dan

telah kumpul baik selama 4 tahun, dan terakhir kumpul di rumah tersebut

serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXX, umur 5 tahun,

yang sekarang bersama Termohon ;

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun

dan harmonis hingga tahun 2015, namun setelah itu antara Pemohon

dengan Termohon Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
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berupa cekcok mulut. Adapun penyebabnya karena masalah keuangan,

Termohon merasa nafkah/biaya yang diberikan Pemohon tidak mencukupi

sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada

lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2015, Termohon dengan

sepengetahuan Pemohon pamit pergi dengan alasan bekerja dan sejak

kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah datang dan tidak pernah
kembali lagi sampai sekarang. sehingga sejak itu antara Pemohon dengan

Termohon pisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi ;

5. Bahwa alamat Termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya sesuai
surat keterangan gaib Nomor : 14.09/313/SKG/PEM-BKR/2019 dari Kepala
Desa Kolam Kiri Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala tanggal 18
September 2019. Walaupun demikian Pemohon tetap berusaha mencari
dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Termohon tetapi
mereka tidak ada yang mengetahuinya ;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon ( XXXX ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon ( XXXX ) di depan sidang Pengadilan Agama
Marabahan ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
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sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
Menimbang, bahwa Pengadilan telah menganjurkan kepada Pemohon
untuk berdamai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa untuk  menguatkan dalil-dalii permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, Nomor XXXX Tanggal 13
Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. FotokopiSurat Keterangan Gain Nomor :14.09/313/SKG/PEM-
BKR/2019 tanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Barambai Kolam Kiri Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.2;
B. Saksi:
1. XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat
Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang menikah pada tahun

2011 di Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah
orangtua Termohon di Desa Kolam Kiri sampai pisah dan telah dikaruniai
1 orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja,
namun sejak 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
harmonis;

- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebabnya masalah ekonomi karena
Pemohon tidak bisa mencukupi keperluan rumah tangganya dan
Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan pamit ingin
mencari kerja ternyata tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang 5 tahun yakni
sejak Termohon pamit untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang
berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah
tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain
karena Termohon sudah tidak diketahui lagi kediamannya diseluruh
wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon
namun sudah tidak ditemukan lagi;

2. XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang menikah pada tahun
2011 di Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah
orangtua Termohon di Desa Kolam Kiri sampai pisah dan telah dikaruniai
1 orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmoni, namun
sejak 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
harmonis;
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- Bahwa menurut carita Pemohon penyebabnya dikarenakan Pemohon
tidak bisa memberi nafkah yang cukup untuk keluarganya sehingga
Termohon saat itu pamit dan minta ijin kepada Pemohon untuk mencari
peerjaan, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang 5 tahun yakni
sejak Termohon pamit untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang
berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah
tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain
karena Termohon sudah tidak diketahui lagi kediamannya diseluruh
wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon
namun sudah tidak ditemukan lagi;

Menimbang, @ bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan
pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan
menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon,
serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan
putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain
untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, dengan demikian Termohon dianggap telah melepaskan haknya
(rechtverwerking), maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan
memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan
Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;
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Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara
verstek, akan tetapi oleh karena perkara a quo mengenai perceraian,
berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak
dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon,
melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar
kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan
dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri
tidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itu Pemohon patut dibebankan
pembuktian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah
mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebab
tahun 2015, namun setelah itu antara Pemohon dengan Termohon Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut. Adapun
penyebabnya karena masalah keuangan, Termohon merasa nafkah/biaya yang
diberikan Pemohon tidak mencukupi sehingga kehidupan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta
kebahagiaan sebagai suami isteri, pada pertengahan tahun 2015, Termohon
dengan sepengetahuan Pemohon pamit pergi dengan alasan bekerja dan sejak
kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah datang dan tidak pernah
kembali lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang menjadi
pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon
dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, bukti
tersebut telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen serta telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg.
jis. Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun
1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
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Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut
mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende)
dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
sah yang menikah tanggal 13 Januari 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan
Ghoib Termohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat
bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat
(bindende) dengan demikian terbukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui
lagi keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang
telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon mengenai sebab
terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
sebagian hanya berasal dari cerita Pemohon yaitu masalah ekonomi karena
Pemohon tidak bisa mencukupi keperluan rumah tangganya dan Termohon
telah pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan pamit ingin mencari kerja
ternyata tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, saksi saksi mengetahui
Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah sampai
sekarang, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat testimonium de auditu
tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu
kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa
kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis
lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor
308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de
auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun
penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);
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Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut
testimoniun de auditu, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari
tangan pertama (first hand hearsay) yaitu orang yang mengalami langsung,
maka dalam Common Law secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi
MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi de
auditu tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk
dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian
tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan
pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon
dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi
Pemohon tersebut di atas, yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo,
maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa tersebut dan menemukan fakta-
fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang
menikah tanggal 13 Januari 2011;

- Bahwa sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena
Pemohon tidak bisa mencukupi keperluan rumah tangganya dan Termohon
telah pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan pamit ingin mencari
kerja ternyata tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal
sejak  sejak tahun 2015 sampai sekarang, sejak Termohon pergi
meninggalkan Pemohon;

- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada
yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah
tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain
karena Termohon sudah tidak diketahui lagi kediamannya diseluruh wilayah
Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon

namun sudah tidak ditemukan lagi;
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Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dalam permohonan
Pemohon, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu
rajyi terhadap Termohon, atas permohonan tersebut Pengadilan akan
mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk
melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa vyang dapat dijadikan dasar/alasan dalam
mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di
atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya
perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  akan
dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang
terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu
kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan
kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil,
sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian
unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan

Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori
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Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan
Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan
pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak
menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, karena
Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah
diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Termohon tidak menunjukkan
itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Pemohon karena tidak pernah datang
menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi
Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon
pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak
kumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling
mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas,
maka kategori Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara
Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam
surah Al Bagarah ayat 227 yang Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap
hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan
Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,
ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah
terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian, sesuai
dengan pendapat ahli hukum Islam Syeikh Abdurrahman Ash Shabuni dalam
Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Fi thalagi Juz 1 halaman 83 dan diambil alih

sebagai pendapat pengadilan sebagai berikut:

b o Jlaiai puo 9 Wall p Uas p MwV)lis] 284
ceai (479 cho Vo mai led gai an oy gazs I
Dloiw Y1 OY 2oy 18 0o 8u90 puzeill dal,
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2 s9all gzl uzg il axl Gl oSy ol olizo
alxsdl zg, oLl lang.

Artinya: Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami
goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta
ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan
belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan
yang bertentangan dengan nilai keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan
Termohon sebagaiamana uraian di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana
dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang
bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan demikian
unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i yang diambil
dari kitab Taufah Juz X halaman 164, yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim

sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini :

daiw ade wil§ Ol o LWl Jeslas]l
Mengadili terhadap orang yang ghoib dari Majelis itu diperkenankan asal
bagi Penggugat punya alasan yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon
sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (broken marriage) hal
mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-
K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: Suami isteri yang
tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun
kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecabh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup
alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan
talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70

ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
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Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang
berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama
Marabahan;

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 346.000,00 (tiga ratus empat
puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh Kami Muhammad Radhia
Wardana, S.H.l sebagai Ketua Majelis, Ahas Rudiansyah, S.H.l., M.H. dan H.
Fitriyadi, S.H.l., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Hadijah,
S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I
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Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,

Anas Rudiansyah, S.H.l., M.H. H. Fitriyadi, S.H.l., M.H
Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Proses :Rp 50.000,00
3. Leges :Rp 10.000,00
4. Panggilan :Rp 220.000,00
5. PNBP Panggilan : Rp  20.000,00
6. Redaksi :Rp 10.000,00
7. Meterai Rp_ 6.000,00
Jumlah Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
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